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dan menganahsa penilaian dan ™**»°^SSSS^SS^ adalah

5W£M£««^35?S srumum dan

dftetatari cara penilaian masing-masing harga tanahnya.



DAFTARISI

Halaman

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan
iv

Halaman Motto
v

Halaman Persembahan
vi

Kata Pengantar
. . viii

Intisari
ix

Daftar Isi
, , xii

Daftar Tabel
.... xiii

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
7

B. Rumusan Masalah
g

C. Batasan Masalah
o

D. Tujuan dan Kegunaan Penehtian
9

1. Tujuan Penehtian
9

2. Kegunaan Penehtian
9

E. Metode Penehtian

l.DaeTah Penehtian
11

2. Populasi

... H3. Sampd
13F. Jenis dan Sumber Data
13

1. Jenis Data

14
2. Sumber Data

14G. Teknik Pengumpulan Data
14

1 Wawancara

14
2. Observasi



• T^ 15H. Teknik Anahsis Data

I. Sistemahka Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
17A. Tinjauan Pustaka
20B KerangkaPemikiran
24

C. Anggapan Dasar

D. BatasanOperasional

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
A. Keadaan Fisik Wilayah Kabupaten Lebak

1. Letak Geografis

2 Letak Administrasi
., , 263. Luas Wilayah

284. Penggunaan Tanah

5. Kondisi Topografis dan Geomorfologi

B. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Lebak
1. Kemasyarakatan dan Jumlali Penduduk 30

322. Kepadatan Penduduk
333. MataPencaharian Penduduk

4. Pertambangan, Energi dan Pariwisata

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
.35

A Hasil Penehtian
351. Penilaian Harga Umum
392 Penilaian Nilai Jual Obyek Pajak
46

B Pembahasan
46

1. Harga Umum
48

2. Nilai Jual Obyek Pajak

3.Perbedaan Penilaian Harga Tanah

4. Besarnya Harga Tanah Menumt Harga Umum dan NJOP ... 53
5. Hubungan Antara BPHTB, Pendaftaran Tanah dan Jual Beh 55



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

57

59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penehtian

Kegiatan perabangunan tidak bisa dipisalikan dari sumberdaya tanah,

sebagai tempat penyelenggaraannya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk

dan meningkatnya pembangunan disegala sektor, maka kebutuhan tanah akan

terns meningkat. Keadaan demikian mengakibatkan harga tanah sdalu

mengalami keuaikan secara cepat. Untuk mengantisipasuiya, diperlukau

informasi harga tanah yang akurat, juga suatu penilaian harga tanah yang

obyektif, sehingga diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga tanah
tersebut. Penilaian di sini yaitu pemlaian yang dilakukan oleh lembaga

penentu dan/atau oleh masyarakat, sehingga penilaian harga tanah tersebut

dapat digunakan sebagai patokan harga tanah.

Permasalahan pertanahan dan waktu ke waktu akan terus menyeruak

ke permukaan. Hal ini dikarenakan masalah tanah sebagai masalah yang
pahng nil yang menyangkut kepentingan hidup dan pengliidupan. Masalah
tanah terutama timbul karena tanah mempunyai beberapa sifat.

Tanah mempunyai sifat sebagai sumberdaya yang unik. Keunikannya
adalah bahwa tanah sebagai benda yang mempunyai berbagai macam sifat
71* sebagai benda ekonomi, benda pohtik, benda sosial dan juga
mempakan komponen ekosistem (Herutomo Soemadi, 1995 :2).



Sdain itu tanah merupakan komoditas yang istimewa karena sifat-

sifamya maka Frank Vogdgesang (1999 : 3) dalam artikelnya menyatakan

bahwa:

Land is a special commodity; it is completely immobile, it can be put
to different uses and used byvarious parties simultaneously.

Dalam perkembangannya bahwa tanah yang tersedia jumlahnya tetap,

sedangkan pada saat yang sama pertumbuhan sektor lainnya sangat

membutuhkan tanali. Agus Pakpahan dalam artikelnya (1992 : 3) menyatakan

bahwa:

At the same time, the growth ofthe industrial sector and urban centers
in Java has increased the demand for land. The accelerated conversion of
paddy fields to non-agricultural uses has far-reaching implications for the
future performance of the agricultural sector in Indonesia.

Selanjutnya untuk tetap menjamin kelangsungan pembangunan

diperlukan kegiatan penyediaan tanah agar dapat menampung kegiatan

pembangunan tersebut. Masalah yang sering muncul dalam penyediaan tanah

pada umumnya teriadi dalam hal menentukan besamya ganti kerugian antara

pihak yang memerlukan tanah dengan pihak yang menyerahkan tanali. Hal ini

dapat dilihat dari makalah Djoko Walijatun (2000 :8):

Untuk rkmbebasan tanah keperluan proyek pemerintah, dulu ada
perintah tidak tertulis bahwa hams negosiasi dan musyawarah terus
dengan tujuan menguntungkan pemerintah atau diartikan sefendah
mungkin Untuk tanali ulayat cukup semacam rekognisi. Untuk jual bell
ada harga kesepakatan atau harga pasar. Untuk pembebasan tanah oleh
swasta dulu bahkan boleh minta bantuan pemenntah agar harganya bisa
musyawarah seperti di muka tadi. Beiakangan hal ini diralat, swasta hams
musyawarah sendiri karena efek negatif terhadap para pemihk tanah, yaitu
semacam tekanan atau paksaan.



Dalam proses penyediaan tanah untuk pembangunan pemerintah

mempunyai dilema, hal ini disebabkan karena pemerintah hams membangun

dengan dana yang terbatas. Sedangkan dalam membebaskan tanah unmk

kepentingan umum pemerintah hams mengduarkan dana yang besar. Dalam

makalahnya Djoko Walijatun (2000 :9) menyatakan bahwa:

Nilai tanah vang baku berdasarkan penilaian yang obyektif akan
mendukung perlakuan yang adil dalam administrasi pertanahan. Dalam hal
demikian dapat diatur adanya hak prioritas pemerintah membebaskan
tanah untuk kepentingan umum tanpa memgikan pemilik tanali karena dia
akan memperoleh harga yang sama dengan pembeh siapapun. Dilema
pemerintah di sini adalali bila hams membangun dengan dana terbatas.

Keberadaan tanah sangat penting, sehingga tanah mempunyai nilai

ekonomis yang mendatangkan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup

manusia. Di sisi lain bahwa tersedianya tanah terbatas, maka secara ekonomi

harga tanah cendemng naik dan terns meningkat. Keadaan ini disebabkan

karena supply (penawaran di satu pihak) tidak dapat mengimbangi demand

(permintaan di lain pihak).

Bahwa semakin banyak kebutuhan dan permintaan akan tanah,
semakin meninggi harganya. Ini adalah hukum ekonomi. Tanah tidak
bertambah, sedangkan kebutuhan meningkat terns *^J*»&*
pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat (John Sahndeho,
1994:39).

Pada proses urbanisasi dan industriahsasi juga mempakan salah satu

faktor yang mendorong kenaikan harga tanah. Mubyarto (1989 :91) dalam

bukunya menyatakan bahwa:

Proses urbanisasi dan industrialisasi inilah yang kini merupakan faktor
pentine vane mendorong kenaikan sewa dan harga tanak Dengan
berkembangrTva penduduk mlai tanah akan terus menaik dan hdak

vL™ umah adalah satu-satunya faktor produksi yang-»•»-» tiinin



Sdain itu adanya pihak-pihak yang sengaja menahan tanah untuk

investasi dan akan mengambil unmng dan tanah tersebut, yaitu membeli

ketika harga tanah rendah dan menjual ketika harga tanali tmggi. Dalam
bukunya Nathaniel Lichfield dan Haim Dann-Drabkin (1980 : 195)

menyatakan bahwa:

Thus withholding of land as along-term investment has been one of
the mam factors leading to the higher rate of land pnce ™£"£
countries than would be justified by the real detennmants, among them the
rapidity ofurbanisation and the rate of economic growth.

Perbedaan nilai tanah adalah karena perbedaan daya tank di dalam

.suatu lokasi. Nilai tanah pada umumnya akan sdalu meningkat sesuai dengan
nilai lokasinya. Lokas, yang dekat dengan pusat kota akan dimanfaatkan untuk
penggunaan tanali yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tmggi.

Dalam teori ilmu penilaian, penggolongan klasifikasi penggunaan
tana^tSanW menentukan dan berpengamh sekali atas nilai tanah
P^iSerttn mlat tanah dan sewa tanah dikaitkan seperti halnya nilai suatu
S dengan mlai (harga) hash jasa yang diakibatkan oleh penggunaan
aktiva tersebut (Reksohadiprojo, 1983 :21).

Various classification schemes can be used to describe the principal
tvneo?W use found throughout the world. One of the more workable^n^TnXi^SaS the system followed throughout this
nook) calls for the following tenfold classification of land uses.
a. Residential lands;
b. Commercial and industrial sites;
c. Cropland;
d. Pasture and grazing land;
e. Forestland;
f Mineral land;
g. Recreation land;
h. Transportation lands;
i. Service areas;
j. Banenandwaste.

(Raleigh Barlowe, 1996 : 10).



Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat maka

permintaan akan tanah terns bertambah sementara persediaan tetap, sudah
barang tentu akan mengakibatkan tanah memihki arti yang strategis,
khususnya dan sudut pandang ekonomi, maka tanah mempakan barang
investasi yang ideal dan akan membenkan keuntungan terbesar dibandmgkan

dengan investasi di bidang lain.

Harga tanali umumnya tidak pemah mrun, kecuali pada kasus tertentu
vang TaSng teriadi dan sdalu cenderung terns menmgkat atau minimal
Suftan Adanya kedua karaktenstik ini menyebabkan tanah kim semakin
dSorang, "sehingga menyebabkan harganya di £^°^
fluktuasi, dalam pengertian meningkat yang besar (Pushtbang BPN
PPE-FEUGM, 1994:2).

Harga tanah mempakan fungsi dan nilai tanah. Misalnya, sebidang
tanah sulur menghasilkan panenan yang baik, naimm karena tidak
lane mya rlportasi ke daerah pasar menyebabkan keuntimgan
elonoTnya kecil. Akibatnva, karena nilai tanahnya rendah, harga
taiXTpun rendah. Bila pada suatu ketika jalur transportasi menjadi
l^^aiKLbut akan memberikan keuntungan ekonoims yang besar,SSta?S menjadi naik. Pada akhimya, harga tanahnya pun
meningkat (Chaizi Nasucha, 1995 :31).

Secara umum harga tanah yang berlaku di masyarakat saat in. mehputi
harga umum dan NJOP yang masing-masing memberikan kntena pemlaian
tersendiri berpengaruh terhadap besamya tingkat harga.

Sedangkan harga dasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
oleh bupati/wahkota selaku ketua pamtia harga dasar sejak diberlakukannya
Peraturan Menten Negara Agraria/Kepala Badan Pertananan Nasional Nomor
4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapau Uang Pemasukan Dalam
Pembenan Hak Atas Tanah Negara, jo Peraturan Menten Negara

,.i wnmnr f, Tahun 1998 tentang_1 XT.



M*. Peramran Menten Negatn AgranaACepa.a Badan M*.
Nasiona, Nomor 4Tahun ,998 tentang Ptrioman Penetapan Uang Pemasukan
Mam Pembenan Hak Atas Tanah Negara, sehtngga da.atn menentukan
besamya uang pemasukan kepada negara hdak menggunakan harga dasar .agi
tetapt menggunakan Nna. Jua, Obyek Pajak yang bertaku di daerah setempat.
Dengan demtkiau maka Peraturan Menter, No Negen Nomor ITahnu
,975 tentang Uang Pemasukan, Uang Wajtb Tahunan dan Btaya Adtnnustras,
ya„g Bersangkutan dengan Pemberiaa Hak-hak Atas Tanah Negara
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan dua macam harga tanah yang berlaku di masyarakat, yaitu
targa umum dan N,,a, MObyek Pajak mengakrhatkan ttmbtdnya harga
.anah yang berbeda-beda pu,a, Dari sini timhu, pertanyaan "»«»

Da,am perkembangannya Kabupaten Lebak sebaga, kabupaten
pe„yangga dan Provtns, Banten (pemhentnkan Provtns, Banten awa, Oktober
2000) serta jarak ,bukota Kabnpaten Lebak (Rangkasbitung) ke ibukota
Negam (Jakarta, ttdak hegrtu janh yaitu sekttar 90 km, sehingga Kabupaten
Ub* nrempakan daerah yang akan m»ga,amn perlumnuhan pembangnnan
vang pesa, terutama d, sektor peuunahan, dan pennmtaan serta kebunthan
^ tanah semaktn menhtgkat, yang nrenyebabkan harga tanah semakm
meningkat pula.



Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik

unmk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan penilaian harga tanah

antara harga umum dan Nilai Jual Obyek Pajak, serta berapa besamya harga

tanali menumt harga umum dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di Kabupaten

Lebak Provinsi Banten, selungga dalam penehtian ini penuhs memihh judul:

"STUDI TENTANG MASALAH PENILAIAN HARGA TANAH DI

KABUPATEN LEBAK PROVINSIBANTEN"

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, bahwa semakin bertambahnya jumlah

penduduk berarti semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah. Hal ini
terjadi sebagai akibat kegiatan pembangunan yang semakin meningkat
khususnya dari segi fisik pembangunan tentunya memerlukan tanah untuk

semua tempat aktifitasnya, sedangkan di lam pihak tanali relatif tetap.

Mengingat tanah dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat beragam, maka
anahsis harga tanah sangat diperlukan untuk mengatur pola pemanfaatan tanah

serta mengatur intensitas persaingan.

Seiring dengan perbedaan kemampuan ekonomi pihak yang

membutuhkan tanah serta tujuan dari pengadaan/pembehan tanah im

mengakibatkan harga tanah berfluktuasi dan sulit dikendahkan. Fluktuasi
harga tanah im semakin besar dengan melihat kenyataan bahwa di satu-sisi
antara penawaran dan pennintaan yang tidak seimbang dan di sisi lain setiap

tanah memiliki karakteristik tertenm dalam sudut pandang ekonomi yang pada



Perbedaan penilaian harga tanah di sini karena ada 2(dua) pihak yang

memlai dan menentukan harga tanali, yaitu piliak Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan dan masyarakat yang mempunyai cara penilaian harga

tanah sendiri-sendiri.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penuhs memmuskan masalah

sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan perbedaan penilaian harga tanah antara harga

umum dan Nilai Jual Obyek Pajak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten?

2. Berapa besamya harga tanah menumt harga umum dan Nilai Jual Obyek

Pajak (NJOP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten?

C. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, dana dan kemampuan, maka penyusun

hanya menehti Harga Tanah menumt Harga Umum dan Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak yang memiliki
karatenstik wilayah pemukiman/perumahan, Kelurahan Muara Cmjung Barat

Kecamatan Rangkasbitung yang meimliki karatenstik wilayah pelayanan dan

jasa, dan Desa Pasir Tangkil Kecamatan Warunggunung yang memiliki
karateristik wilayah pertanian/perkebunan.

Penehtian harga tanah menumt harga umum dilakukan hanya bagi

masyarakat yang tdah melaksanakan transaksi jual beh tanah sesuai dengan
yang tertera dalam akta jual beli tanali dalam kumn waktu Januan 2000
sampai dengan Desember 2000, sedangkan unmk Nilai Jual Obyek Pajak



D. Tujuan dan Kegunaan Penehtian

/. Tujuan Penehtian

Tujuan dari penehtian adalah:

a. Untuk mengetahui penyebab perbedaan penilaian harga tanah antara harga

umum dan Nilai Jual Obyek Pajak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

b. Untuk mengetahui besamya harga tanah menumt harga umum dan Nilai

Jual Obyek Pajak (NJOP) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penehtian ini sebagaiberikut:

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat sebagai

landasan penilaian harga tanah yang obyektif.

b. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang memeriukan infonnasi

harga tanah di Kabupaten Lebak.

c. Hash penelitian ini diharapkau berguna sebagai bahan kajian dalam

menentukan besamya harga tanah.

E. Metode Penelitian

Penyusun dalam melaksanakan penehtian ini menggunakan metode

penelitian Deskhptif KualUaiif yaitu metode penelitian yang digambarkan

dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menumt kategori untuk

memperoleh kesimpulan (Suharsimi Arikunto, 1998 : 245).



10

1. Daerah Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penehtian ini, maka

proses pemilihan daerah penelitian dipihh dengan menggunakan teknik

purposive sampling. Dimana teknik purposive sampling dilakukan dengan

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil 3 (tiga) desa/kdurahan

untuk ditditi, karena ketiga desa/kdurahan tersebut memiliki karakteristik

atau ciri-ciri pokok tertentu dan sifat-sifatnya sudah diketahui. Maka di sini

penulis memilih Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak yang memiliki

karakteristik wilayah pemukiman/pemmahan, Kelurahan Muara Ciujung Barat

Kecamatan Rangkasbitung yang memiliki karakteristik wilayah pelayanan dan

jasa, dan Desa Pasir Tangkil Kecamatan Wamnggunung yang memiliki

karakteristik wilayahpertanian/perkebunan.

Ketiga wilayah tersebut ditentukan setelah peneliti melihat Peta

Penggunaan Tanah Kabupaten Lebak. Dari pengamatan tersebut, Desa

Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak, Kelurahan Muara Ciujung Barat

Kecamatan Rangkasbimng, dan Desa Pasir Tangkil Kecamatan

Wamnggunung mempakan daerah yang paling dominan, sehingga dengan

meneliti ketiga wilayah tersebut diharapkan bisa mewakili karateristik harga

tanah di Kabupaten Lebak.
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2. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penehtian (Suharsimi Arikunto,

1998 : 115). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah bidang tanah

yang ada dalam transaksi jual beh tanah sesuai dengan yang tertera dalam akta

jual beli tanah dalam kumn waktu Januari 2000 sampai dengan Desember

2000 di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak,

Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung, dan Desa Pasir

Tangkil Kecamatan Wamnggunung, dengan jumlah populasinya sebanyak

240.

3. Sampel

Sampd adalah sebagian atau wakil popdasi yang diteliti. Dinamakan

penelitian sampd apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil

penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah

mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 117).

Pada umumnya teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel

penehtian memang tidak tunggal, tetapi gabungan dari dua atau tiga teknik

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 127).



12

Untuk sekadar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100,

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya mempakan penelitian

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-

15%, atau 20%-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 1998 : 120),maka dalam

penelitian ini penuhs mengambil sampel sebanyak 60 responden, karena

jumlah populasinya lebih dari 100. Adapun cara pengambilan sampel

penelitian yang dilakukan adalah dengan cara pengambilan sampel proporsi

acak atauproportional random sample.

Dari setiap desa/kelurahan yang dijadikan sampel tersebut kemudian

diambil sampel secara proporsi acak (proportional random sample).

Berdasarkan data dari ketiga desa/kelurahan tersebut kemudian dapat

ditentukan responden tiap-tiap desa/kdurahan, ditenfukan berdasarkan

perhitungan sebagai berikut (Moh. Nazir, 1988 :355):

Ni = NI x n

N

Dimana:

N =Jumlah akta jual beh seluruh wilayah yang dijadikan sampel

Nl= Jumlah akte jual beli di wilayah yang dijadikan sampel

n = Jumlah sampel penelitian

ni = Jumlah sampel tiap kecamatan



\3

Dengan jumlah populasi sebanyak 240, maka dari hasil

perhitungan di atas unmk mencari respondennya dilakukan secara proporsi

acak, sehingga jumlah responden yang diambil untuk Desa Kaduagung

Timur Kecamatan Cibadak 23 responden dari jumlah akta sebanyak 92,

KeluTahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung 28 responden

dari jumlah akta sebanyak 112, dan Desa Pasir Tangkil Kecamatan

Wamnggunung 9 responden dari jumlah akta sebanyak 36.

F. Jenis dan Sumber Data

/. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan antara lain:

- Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diambil di

lapangan mdalui wawancara, kuesioner dan survei di lapangan bempa

harga tanah sesungguhnya pada waktu transaksi jual beli tanali sesuai

dengan yang tertera dalam akta jual beli tanah yang terjadi dari bulan

Januari 2000 sampai dengan Desember 2000.

- Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu

dengan jalan mempelajari dan menghimpun data mdalui dokumentasi yang

diperoleh dari berbagai instansi terkait antara lain Kantor Pertanahan

Kabupaten Lebak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun

data yang diambil yaitu data-data yang menyangkut harga tanah antara lain

daftar Nilai Jual Obyek Pajak dan harga tanali dalam akta jual beli tanah

vans terjadi dari bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2000.
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2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari:

- Responden adalah Penjual/Pembeli yang tdah melaksanakan transaksi jual

beliyangtercantum dalam aktajual beh tanah.

- Dokumentasi adalah data yang menyangkut harga tanah bempa Daftar Nilai

Jual Obyek Pajak, dan Akta Jual Beli Tanah pada instansi terkait.

G. Teknik Pengumpulan Data

/. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap responden yang

berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu para pejabat/pegawai di lingkungan

Kantor Pertanahan, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat serta instansi

terkait. Serta membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakau untuk

memperbleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau

hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto, 1998 : 124). Daftar pertanyaan

ini hanya diperunrukkan bagi masyarakat yang tdah melaksanakan transaksi

jual beh tanah sesuai dengan yang tertera dalam akta jual beh tanah yang

terjadi dari bulan Januari 2000 sampai dengan Desember 2000.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan mencatat

secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki, terutama mengenai

bagaimana pola pikir responden.
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H. Teknik Analisis Data

Unmk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari pennasalahan yang

diteliti, teknik analisis yang digunakan adalah teknik pengolahan data, atau

data preparation, atau dikenal pula dengan nama data analysis (Suharsimi

Arikunto, 1998 : 240). Analisis datanya yaitu dengan cara menjelaskan dan

menganalisa penilaian dan membandingkan fenomena (gejala) satu dengan

yang lain unmk menjawab permasalahan yang diajukan, dalam hal ini adalah

untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan penilaian harga tanah

antara harga umum dan Nilai Jual Obyek Pajak di Kabupaten Lebak Provinsi

Banten, serta unmk mengetahui berapa besamya harga tanah menumt harga

umum dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di Kabupaten Lebak Provinsi

Banten.

Teknik analisis data dikerjakan dengan cara tabulasi yaitu cara

memasukan data yang diperoleh dalam suam tabd misalkan tabd mengenai

perbandingan harga tanah menumt harga umum dan Nilai Jual Obyek Pajak,

serta tabd acuan masyarakat dalam menentukan harga umum. Maka dari

tabel-tabel tersebut dapat diketahui cara penilaian masing-masing harga

tanahnya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima

bab yaitu sebagai berikut:
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Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian yang

menyangkut harga tanah yang berlaku di masyarakat yaitu harga umum dan

NJOP yang disebabkan oleh adanya penilaian yang berbeda, lokasi penelitian,

tujuan dan kegunaan penehtian, metode penehtian, teknik pengumpulan data

dan analisa data, sertasistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, diuraikan dasar dan

penyusunan skripsi bempa landasan teori, juga diuraikan basil pemikiran

peneliti yang diuraikan dalam kerangka pemikiran bempa alur penelitian dan

anggapan dasar yang diambil dalam penelitian ini.

Bab III gambaran umum wilayah penelitian, berisi uraian mengenai

kondisi dari wilayah penelitian baik kondisi fisik, sosial ekonoim dan

pemerintahan meliputi letak geografis, luas wilayah, penggunaan tanah, status

tanah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, menguraikan mengenai dasar

hukum, metode dan cara penilaian harga tanali menumt harga umum dan

NJOP dan masalah-masalah yang berkaitan dengan penilaian harga tanah dan

terhadap data tersebut dianalisis unmk memperoleh jawaban terhadap

permasalahan.

Bab Vpenutup diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran.



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

t Harga .anal, menum, harga umum lebih tinggi dibandmg dengan harga
tanah menum, Nila, Jua, Obyek Pajak (NJOP), karena dalam penilaian
harga umum sama sekali hdak melandaskan dui pada suam amran yang
bakm Harga umum .erjad, karena adanya transaksi annua penjual dan
pembeh, yaim oleh pmak yang memeriukan ,anab dengan pfhak yang
mempnnyai ianah, dengan adanya .ransaks, langsung an,ara kednanya dan
b*an mungkin melalui calo yang mengakmatkan harga tanah ,erus
melonjak naik, dan besamya harga pasar/harga umum im sangadah
diiemukan oleh s,apa yang memalukan lanah, bila pihak yang
memerlukM tanah membumhkan segera maka harga ,anah akan na,k dan
bda pmak yang mempunya, ,anah memeriukan uang maka brsa saja harga
Mah akan harm, seamu dengan permintaan pasar, serta adanya pihak-
pihak yang sengaja menaban tanah un.uk mvestas, dan akan mengambil
urrtung dan tanah tersebut, ymm membel, kedka harga tanah rendah dan
menjual ketika harga tanah tinggi.

2. Perbedaan penilaian harga tanah antara harga umum dan Nilai Jua. Ohyek
Pajak tersebut d,pengaruhi oleh metode penenman nilai/harga .anah, juga
dipengamhi oleh tujuan dari penilaian harga tanah, yaim :



58

a. Dimana penentuan dan penilaian harga umum terjadi karena adanya

transaksi antara penjual dan pembeli, yaim oleh pihak yang

memeriukan tanah dengan pihak yang mempimyai tanah, di mana

mereka tidak mendasarkan pada suam pedoman atau kritena yang

tetap, mereka hanya mendasarkan pada harga tertinggi pada wilayah
letak tanahnya, jadi dalam penilaian harga umum sama sekali tidak

melandaskan diri pada suatu aturan yang baku. Karena dalam

penilaiannya tidak mempunyai landasan yang kuat maka sangat sulit
bagi pemerintah unmk mengendalikan harga tanah yang terjadi di

masyarakat.

b. Sedangkan penentuan dan penilaian dalam Nilai Jual Obyek Pajak
(NJOP) yang mempakan dasar dalam pengenaan pajak Bumi dan
Bangunan, penilaian obyek tanali dilakukan dengan cara
menenmkan/menilai harga tanah bemasarkan transaksi jual beli tanah

yang terjad, diwilayah tersebut dengan mengambil harga jual rata-rata.
Sdain im menggunakan tiga macam pendekatan penilaian, yaim

Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach), Pendekatan Biaya

(Cost Approach), dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach),
serta mengingat jumlah obyek pajak yang sangat banyak dan menyebar
di seluruh wilayah indonesia, sedangkan jumlah tenaga penilai dan
waktu yang tersedia sangat terbatas, maka pelaksanaan penilaian
dilakukan dengan dua cara, yaim Penilaian Massal dan Penilaian
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3. Harga tanah di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak, harga umum
terendah sebesar Rp. 5.000,-/m2, dan tertinggi Rp. 175.000,-/m2,
sedangkan NJOP tanahnya hanya berkisar antara Rp. 1.400,-/m2 sampai
dengan Rp. 55.000,-/m2 (wilayah peramahan/pemukiman). Di Kelurahan
Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbimng harga umum terendah
sebesar Rp. 10.000,-/m2, dan tertinggi Rp. 500.000,-/m2, sedangkan NJOP
tanah yang berlaku unmk daerah yang sama hanya berkisar antara antara
Rp. 2.000,-/m2 sampai dengan Rp. 223.000,-/m2 (wilayah pusat pelayanan
dan jasa). Di Desa Pasir Tangkil Kecamatan Wamnggunung. harga umum
terendah sebesar Rp. 5.000,-/m2, dan tertinggi Rp. 20.000,-/m2, sedangkan
NJOP tanali yang berlaku unmk daerah yang sama hanya berkisar antara
antara Rp. 550,-/m2 sampai dengan Rp. 5.900,-/m2 (wilayah

pertaiuan/perkebunan).

B. Saran

|. Diperlukan suam peraturan pemndang-undangan dalam kaitannya dengan
penilaian harga tanah yang seragam, sehingga diharapkan dapat
mengendalikan perkembangan harga tanah yang begitu cepat, mengingat
tanah mempunyai mlai strategis dan mlai ekonomis yang cukup tinggi.

2. Dalam usaha penilaian harga tanah di Kabupaten Lebak perlu mengadakan
survei lapangan untuk mendapatkan harga umum tanah setempat atau
harga pasar, sebab harga tersebut lebih mendekati harga sebenamya yang

teriadi di masyarakat.



60

3 Dalam usaha memperkecil perbedaan harga NJOP dengan harga umum

d,dasan dan pengumpulan da,a d, lapangan dengan cara survey lapangan
dan menggunakan model pendekalan penilaian harg, ranah,

4 Dalam usaha penenman harga ,anah di Kabupa.en Lebak sehaiknya
d.peri.mbangkan fak.or-fak.or yang berpengamh .erhadap harga ,ana„
seperri akses.bddas serta penggunaan mnahnya. Selam im diperlnkan
penelinan lebih lanju, mengenai fekmr-faktor yang mempengamh, harga
tanah di Kabupaten Lebak, karena berdasarkan has,, pembahasan yang
ddakukan bam sehag,an keel faktor-fak.or yang mempengamhi harga
tanal, tersebu, karena masil, ada fak.or lainnya yang mempengamhi harga

tanali.
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